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Kabar Gembira! TPP ASN Pemkot Kupang Mulai Dibayar 15 Agustus 

2022 

 

 

Illustrasi: https://newsmaker.tribunnews.com 

 

Kupang, RNC – ASN Pemkot Kupang akhirnya mendapat kabar gembira. Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kota Kupang yang sudah lama dinantikan 

siap dibayarkan mulai Senin (15/8/2022). 

Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM.,MH dalam kegiatan Rapat Kerja 

Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 

2022 yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, berkesempatan bertemu 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si 

pada 9 Agustus 2022. 

Dalam pertemuan itu, Walikota berkomunikasi terkait kendala persetujuan pembayaran 

TPP ASN Pemkot Kupang. Komunikasi tersebut membuahkan hasil, yakni akselerasi 

seluruh proses di tingkat pusat dengan terbitnya surat persetujuan TPP dari Kemendagri 

Nomor 900/24961/Keuda Tanggal 10 Agustus 2022 yang digunakan sebagai dasar 

pembayaran TPP. 

Adapun keterlambatan pembayaran TPP dikarenakan adanya perubahan regulasi dari 

pemerintah pusat yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, keterlambatan 

rekomendasi besaran TPP dari Kemendagri, penyesuaian format SKP baru sesuai 

Permenpan RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja, serta 

penyesuaian aplikasi yang digunakan dan keterlambatan penginputan SKP oleh ASN 

juga menjadi kendala yang berlaku secara nasional. 
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Tak hanya itu, proses pengajuan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. 

Pasalnya, pengajuan mesti melalui aplikasi Simona ke Biro Ortala Kemendagri. 

Kemudian, divalidasi dan diteruskan ke Ditjen Bina Keuda. Selanjutnya Keuda 

meminta pertimbangan ke Kemenkeu lalu Kemenkeu kembalikan ke Keuda untuk untuk 

selanjutnya menerbitkan persetujuan. 

“TPP ASN Pemkot Kupang Tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 3,9% dari 

tahun sebelumnya. Dan saat ini kondisi keuangan daerah cukup untuk membayar TPP 

seluruh ASN Pemkot Kupang, dan khususnya bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kesehatan dibayarkan dengan nilai yang sama seperti tahun sebelumnya untuk periode 

Januari sampai dengan Juni secara variatif sesuai pengajuan,” jelas Walikota. 

Ia berharap dengan dibayarkannya TPP ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta 

produktivitas kerja ASN Pemkot Kupang, sehingga penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan dan pelayanan publik menjadi semakin optimal. Ini juga menjadi daya 

ungkit ekonomi di Kota Kupang, terutama dalam masa recovery ekonomi selama 

pandemi Covid-19. (*/rnc) 
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Catatan: 

Pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada 

Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator 

penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil 

Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58, Pemerintah Daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan 
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Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan 

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi 

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada 

Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan 

Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan 

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri. 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Pasal 1, Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu 

proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan 

pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja. 

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan 

target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

 


